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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang, Kota Bekasi 
adalah milik swakelola Provinsi DKI Jakarta sejak diputuskannya 
dengan pihak swasta yakni dengan PT. Godang Tua Jaya joint 
operation PT. Navigat Organic Energy pada tanggal 19 Juli 2016. 
Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang 
Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta melalui Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama 
dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) TPA Bantargebang 
Bekasi. Pelaksanaan pembuangan sampah di TPA Bantargebang 
dilakukan atas kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dengan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai penguasa teritori. 
Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi 
bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak 
ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA 
Bantargebang. 
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan 
Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah 
Terpadu (UPST) Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta 
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mengalami beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan sampah 
di TPA Bantargebang Bekasi. Kendala tersebut meliputi banyaknya 
pemulung yang yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga 
enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan ekskavator yang 
tidak dapat bekerja dengan baik, pengelolaan yang masih 
menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan 
desifektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan 
sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan 
sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para 
pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan 
untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya 
penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan. 
B. Saran 
1. Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi 
sebagai penguasa teritori juga harus bertanggung jawab terhadap 
pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi selain hanya 
melakukan pengawasan tapi jangan sampai terjadi tumpang tindih 
kewenangan. 
2. Dinas Kebersihan baik dari Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi 
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk membantu dalam bentuk 
kompensasi apabila ada pemulung atau masyarakat yang tinggal di 
kawasan TPA Bantargebang yang terkena penyakit akibat 
pencemaran sampah. 
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3. Perlu dilakukan pemanfataan sampah, pengelolaan sumber daya yang 
optimal dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan 
dengan dampak yang minimal. 
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuat Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) di daerah Kota Jakarta yang terdiri dari 
beberapa wilayah agar tidak terjadi penumpukan di TPA 
Bantargebang Bekasi. 
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan kewajiban-
kewajiban yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama 
dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2009 agar tidak 
terjadi wanprestasi. 
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